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HUKUM KETENAGAKERJAAN
KONTEMPORER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas terwujudnya buku Hukum Ketenagakerjaan Kontemporer. Dunia
kerja saat ini mengalami transformasi yang sangat pesat akibat arus
globalisasi, disrupsi teknologi, serta pembaruan regulasi nasional
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Buku ini hadir sebagai
jawaban atas kebutuhan teoretis dan praktis dalam memetakan arah
hubungan industrial yang kian kompleks di era modern.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis
mencakup sejarah regulasi, kerangka hubungan kerja, sistem
pengupahan, K3, mekanisme PHK, hingga dinamika gig economy dan
perbandingan hukum internasional. Disajikan secara mendalam
berbasis analisis hukum mutakhir, karya ini dirancang secara khusus
untuk menjadi referensi akademis utama bagi mahasiswa, dosen,
peneliti, maupun praktisi hukum yang membutuhkan pijakan normatif
yang kuat.

Besar harapan agar kehadiran buku ini mampu memberikan
kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan terciptanya
hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Kritik
serta saran yang membangun dari segenap pembaca senantiasa
dinantikan demi penyempurnaan di masa mendatang. Selamat
membaca dan menyelami pemikiran hukum ketenagakerjaan
kontemporer.
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HUKUM KETENAGAKERIAAN
KONTEMPORER

SINOPSIS

Apakah sistem hukum ketenagakerjaan Anda siap menghadapi
ancaman disrupsi gig economy, kecerdasan buatan, dan batas regulasi
era Omnibus Law? Di tengah kaburnya batas hubungan kerja
tradisional dan maraknya pengawasan berbasis algoritma,
ketidakpahaman terhadap norma hukum terbaru dapat membawa
risiko ketidakpastian yuridis maupun fatalitas operasional.

Buku Hukum Ketenagakerjaan Kontemporer hadir membedah
secara tuntas evolusi regulasi pasca-UU No. 6 Tahun 2023, mulai dari
fleksibilitas perjanjian kerja, jaminan K3, rekonstruksi pengupahan,
hingga studi perbandingan hukum internasional. Disajikan secara
terstruktur dan kritis, karya ini menjadi referensi akademis wajib serta
panduan navigasi hukum yang krusial bagi akademisi, praktisi hukum,
profesional HR, dan pengambil kebijakan.

Jangan biarkan wawasan hukum maupun keputusan strategis
Anda tertinggal oleh cepatnya transformasi dunia kerja digital! Kuasai
analisis hukum ketenagakerjaan paling komprehensif ini sekarang juga
untuk membangun fondasi hukum yang presisi, adaptif, dan berdaya
saing!
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HUKUM KETENAGAKERJAAN
KONTEMPORER

PENGANTAR HUKUM
KETENAGAKERJAAN
KONTEMPORER

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

1.1. Pendahuluan

Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu cabang hukum
yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena
mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan negara dalam
penyelenggaraan hubungan kerja. Berbeda dengan cabang hukum
privat yang menitikberatkan pada kebebasan berkontrak, hukum
ketenagakerjaan lahir sebagai instrumen korektif untuk mengatasi
ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh
karena itu, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi
memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerja, tetapi juga
menjamin perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian dari
penghormatan terhadap martabat manusia dan perwujudan keadilan
sosial (Anindya & Damayanti, 2024).

Secara filosofis, perlindungan terhadap pekerja berakar pada
konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), yaitu negara tidak
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semata-mata berperan sebagai regulator, tetapi juga bertanggung
jawab menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi warga
negara (Puannandini et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, prinsip
tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang
berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja. Kedua norma konstitusional
tersebut menempatkan pekerjaan bukan sekadar aktivitas ekonomi,
melainkan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara.
Dalam perspektif internasional, perkembangan hukum
ketenagakerjaan  juga dipengaruhi oleh standar-standar
ketenagakerjaan global yang dikembangkan oleh International Labour
Organization sejak tahun 1919 (Putri, 2026). ILO memandang bahwa
pekerjaan bukan sekadar komoditas ekonomi (labour is not a
commodity), melainkan bagian dari hak asasi manusia yang harus
dijamin melalui pekerjaan yang layak (decent work), penghormatan
terhadap hak-hak dasar di tempat kerja, perlindungan sosial, dialog
sosial, dan kesempatan kerja yang produktif (Internasional, 2012).
Konsep Decent Work Agenda kemudian menjadi paradigma
internasional yang memengaruhi pembentukan maupun reformasi
hukum ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Seiring berkembangnya masyarakat dan perekonomian global,
hukum ketenagakerjaan mengalami transformasi yang sangat dinamis.
Globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, perkembangan
teknologi informasi, otomatisasi industri, dan digitalisasi telah
mengubah pola hubungan kerja yang sebelumnya bersifat
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konvensional menjadi semakin fleksibel. Perubahan tersebut ditandai
dengan meningkatnya praktik kerja jarak jauh (remote working),
sistem kerja hibrida (hybrid working), pekerja lepas (freelance),
ekonomi berbasis platform (platform economy), serta pemanfaatan
kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pengelolaan sumber
daya manusia (Kennedy, 2026). Perkembangan tersebut menuntut
adanya redefinisi terhadap konsep hubungan kerja karena batas
antara pekerja, mitra usaha, dan pekerja mandiri menjadi semakin
kabur (Mediana & Sukmaningsih, 2026).

Perubahan model hubungan kerja tersebut menghadirkan
tantangan baru bagi hukum ketenagakerjaan. Di satu sisi, fleksibilitas
pasar kerja dipandang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi,
produktivitas perusahaan, dan daya saing investasi. Namun, di sisi lain,
fleksibilitas tersebut berpotensi mengurangi tingkat perlindungan
pekerja apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang adaptif. Fungsi
utama hukum ketenagakerjaan tetaplah memberikan perlindungan
terhadap pihak yang secara ekonomi maupun sosial berada pada posisi
yang lebih lemah dalam hubungan kerja (Rafifah et al., 2025). Oleh
karena itu, pembentukan regulasi ketenagakerjaan modern harus
mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar tenaga kerja
(labour market flexibility) dan perlindungan hak-hak pekerja (labour
protection).

Di Indonesia, dinamika tersebut tercermin dalam
perkembangan kebijakan ketenagakerjaan yang terus mengalami
perubahan mengikuti kebutuhan pembangunan nasional. Regulasi
utama mengenai ketenagakerjaan pada mulanya diatur melalui
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yang kemudian mengalami berbagai perubahan melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya
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ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi
regulasi tersebut bertujuan meningkatkan penciptaan lapangan kerja,
memperbaiki iklim investasi, serta menyederhanakan berbagai
ketentuan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi (Chania,
2025). Meskipun demikian, perubahan tersebut juga memunculkan
berbagai diskursus akademik mengenai keseimbangan antara
kepentingan investasi, perlindungan pekerja, fleksibilitas hubungan
kerja, sistem pengupahan, serta mekanisme pemutusan hubungan
kerja.

Perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia
menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika
sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Perubahan struktur
pasar tenaga kerja, meningkatnya sektor informal, berkembangnya
pekerjaan digital, serta integrasi ekonomi global menuntut pembaruan
hukum yang lebih responsif (Nurdin et al., 2026). Dalam konteks ini,
hukum ketenagakerjaan tidak lagi hanya dipahami sebagai
seperangkat aturan yang mengatur hubungan individual antara
pekerja dan pengusaha, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik
yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi, perlindungan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Perspektif kontemporer juga memperluas objek kajian hukum
ketenagakerjaan. Isu-isu seperti kesetaraan kesempatan kerja,
nondiskriminasi, perlindungan data pribadi pekerja, keselamatan dan
kesehatan kerja dalam lingkungan digital, pengawasan algoritmik
(algorithmic management), penggunaan kecerdasan buatan dalam
proses rekrutmen, hingga transisi menuju green jobs menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari diskursus hukum ketenagakerjaan
modern. Tantangan terbesar hukum ketenagakerjaan dewasa ini
bukan hanya mengakomodasi inovasi teknologi, tetapi juga
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memastikan bahwa transformasi digital tetap menghormati prinsip-
prinsip fundamental perlindungan pekerja dan hak asasi manusia
(Endrawati & Kaemirawati, 2024).

Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan kontemporer
berkembang dari paradigma yang semula berorientasi pada hubungan
kerja tradisional menuju pendekatan yang lebih multidimensional.
Pendekatan ini mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, hak asasi
manusia, teknologi, dan tata kelola hubungan industrial. Negara
dituntut untuk mampu membentuk regulasi yang adaptif terhadap
perubahan dunia kerja tanpa mengabaikan tujuan utama hukum
ketenagakerjaan, vyaitu menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, adil, produktif, dan berkelanjutan (Yusuf et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini bertujuan memberikan
landasan konseptual mengenai hukum ketenagakerjaan kontemporer
melalui pembahasan tentang konsep dasar, prinsip-prinsip hukum
ketenagakerjaan, perkembangan paradigma pengaturan
ketenagakerjaan, serta dinamika dan tantangan yang dihadapi pada
era digital. Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan
menjadi fondasi teoritis untuk mengkaji berbagai isu spesifik dalam
hukum ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja, hubungan industrial,
pengupahan, perlindungan pekerja, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, hingga implikasi transformasi digital terhadap
masa depan dunia kerja.

1.2. Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan cabang ilmu hukum yang
mengatur hubungan hukum yang timbul dalam proses penggunaan
tenaga kerja, baik antara pekerja dengan pengusaha maupun antara
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kedua pihak tersebut dengan negara. Sebagai suatu rezim hukum,
hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan keperdataan
yang lahir dari perjanjian kerja, tetapi juga memuat norma-norma
publik yang memberikan perlindungan terhadap pekerja melalui
intervensi negara (Prawibumi & Gozali, 2025). Oleh karena itu, hukum
ketenagakerjaan memiliki karakter yang khas karena berada pada
irisan antara hukum privat dan hukum publik.

Dalam literatur klasik, istilah labour law atau employment law
dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan kerja
(employment relationship) beserta hak dan kewajiban yang melekat
pada pekerja dan pemberi kerja. Hukum ketenagakerjaan berkembang
sebagai respons terhadap ketimpangan posisi tawar (inequality of
bargaining power) antara pekerja dan pengusaha (Olivia, 2026).
Asumsi dasar tersebut menjadi justifikasi utama bagi lahirnya berbagai
regulasi yang membatasi kebebasan berkontrak demi memberikan
perlindungan kepada pihak yang secara ekonomi berada dalam posisi
yang lebih lemah. Oleh karena itu, intervensi hukum diperlukan untuk
mengoreksi ketidakseimbangan tersebut melalui penetapan standar
minimum mengenai upah, waktu kerja, keselamatan kerja, kebebasan
berserikat, jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Dalam konteks Indonesia, istilah "ketenagakerjaan" memiliki
pengertian yang lebih luas dibandingkan "hubungan kerja". Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 mendefinisikan ketenagakerjaan sebagai segala
hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan
sesudah masa kerja. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ruang
lingkup hukum ketenagakerjaan tidak hanya mencakup hubungan
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kerja, tetapi juga meliputi penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja,
perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan,
hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (Agus, 2019).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum
ketenagakerjaan Indonesia  mengadopsi  pendekatan  yang
komprehensif (comprehensive labour regulation), yaitu mengatur
seluruh siklus kehidupan tenaga kerja (labour life cycle). Pendekatan
demikian sejalan dengan perkembangan standar ketenagakerjaan
internasional yang dikembangkan oleh International Labour
Organization (ILO), yang menempatkan perlindungan pekerja sebagai
bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan

Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan berkembang seiring
perubahan struktur ekonomi, teknologi, dan organisasi kerja. Pada
awal perkembangannya, hukum ketenagakerjaan lebih banyak
mengatur hubungan kerja individual antara pekerja dan pengusaha.
Namun, dalam perkembangannya, ruang lingkup tersebut semakin
luas mencakup hubungan industrial, perlindungan sosial, dialog sosial,
hingga kebijakan pasar tenaga kerja (Komarudin, 2026). Secara
konseptual, ruang lingkup hukum ketenagakerjaan dapat dibedakan
ke dalam tiga dimensi utama.

Pertama, hukum ketenagakerjaan individual, yaitu norma yang
mengatur hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja
berdasarkan perjanjian kerja (Tampubolon et al., 2023). Bidang ini
meliputi pembentukan hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak,
pengupahan, waktu kerja, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penyandang
disabilitas, serta pemutusan hubungan kerja.
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Kedua, hukum hubungan industrial kolektif, yaitu pengaturan
mengenai hubungan antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja
dengan pengusaha atau organisasi pengusaha (Wahyuni, 2022). Aspek
ini meliputi perundingan bersama, perjanjian kerja bersama,
kebebasan berserikat, mogok kerja, penutupan perusahaan (lockout),
serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ketiga, hukum ketenagakerjaan publik, yaitu berbagai kebijakan
negara dalam mengatur pasar kerja melalui pengawasan
ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, sistem
jaminan sosial ketenagakerjaan, pengendalian tenaga kerja asing,
serta penegakan hukum administrasi dan pidana ketenagakerjaan
(Darma, 2017).

Perkembangan ekonomi digital memperluas ruang lingkup
tersebut. Saat ini, hukum ketenagakerjaan juga dihadapkan pada
pengaturan pekerja platform digital, pekerja berbasis aplikasi, kerja
lintas negara (cross-border employment), penggunaan algoritma
dalam manajemen tenaga kerja, perlindungan data pribadi pekerja,
hingga implikasi kecerdasan buatan terhadap hubungan kerja
(Mediana & Sukmaningsih, 2026). Dengan demikian, ruang lingkup
hukum ketenagakerjaan tidak lagi terbatas pada hubungan kerja
konvensional, tetapi mencakup berbagai bentuk pekerjaan
nonstandar (non-standard forms of employment) yang berkembang
akibat transformasi teknologi.

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Secara normatif, tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah
menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja, kepastian
hukum bagi pemberi kerja, dan kepentingan pembangunan ekonomi
nasional. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan standar
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minimum ketenagakerjaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku
hubungan industrial.

Hukum ketenagakerjaan secara global diakui memiliki tiga pilar
utama yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara
kepentingan pengusaha dan pekerja. Di Indonesia, ketiga fungsi ini
diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Administrator, 2025). Pertama, fungsi protektif, yaitu melindungi
pekerja dari penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam hubungan
kerja. Kedua, fungsi distributif, yaitu mendistribusikan manfaat
ekonomi secara lebih adil melalui pengaturan upah, jaminan sosial,
dan kondisi kerja yang layak. Ketiga, fungsi demokratis, vyaitu
menjamin partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan melalui
dialog sosial dan kebebasan berserikat.

Dalam konteks Indonesia, tujuan tersebut juga berkaitan erat
dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana
tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
hukum ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada perlindungan
individu pekerja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja, menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
4. Karakteristik Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa karakteristik yang
membedakannya dari cabang hukum lainnya. Pertama, sifatnya
protektif, karena bertujuan melindungi pihak yang memiliki posisi
tawar lebih lemah. Kedua, bersifat dinamis, mengikuti perkembangan
teknologi, ekonomi, dan struktur pasar kerja. Ketiga, mengandung
unsur publik dan privat secara bersamaan. Keempat, memiliki dimensi
hak asasi manusia, karena berkaitan langsung dengan hak atas
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pekerjaan, penghidupan yang layak, nondiskriminasi, serta kebebasan
berserikat.

Karakteristik tersebut menjadikan hukum ketenagakerjaan
sebagai bidang hukum yang sangat responsif terhadap perubahan
sosial. Regulasi ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan
kontraktual, tetapi juga mencerminkan pilihan kebijakan negara dalam
menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan social
(Hardinata et al., 2024).

5. Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri atas
sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum
formal meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
menteri, putusan pengadilan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
dan perjanjian kerja Bersama (Virgiawan et al., 2023). Selain itu,
konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi juga menjadi bagian
penting dari sistem hukum nasional dan menjadi rujukan dalam
pembentukan kebijakan ketenagakerjaan.

Adapun sumber hukum material berasal dari nilai-nilai
Pancasila, perkembangan masyarakat, kebutuhan ekonomi, praktik
hubungan industrial, kebiasaan, doktrin para ahli, serta standar
ketenagakerjaan internasional. Dalam era globalisasi, sumber hukum
material semakin dipengaruhi oleh perkembangan hukum
internasional, integrasi ekonomi regional, serta dinamika pasar kerja
digital yang menuntut regulasi lebih adaptif.

Dengan demikian, konsep dasar hukum ketenagakerjaan tidak
dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang mengatur
hubungan kerja. Hukum ketenagakerjaan merupakan instrumen
hukum vyang berkembang secara dinamis untuk menjamin
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keseimbangan antara perlindungan pekerja, kepastian berusaha, dan
kepentingan pembangunan nasional. Perubahan struktur ekonomi,
digitalisasi, serta berkembangnya bentuk-bentuk pekerjaan baru
semakin menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam
memahami hukum ketenagakerjaan kontemporer. Pemahaman atas
konsep dasar tersebut menjadi fondasi bagi pembahasan mengenai
prinsip-prinsip  hukum ketenagakerjaan dan dinamika hubungan
industrial pada bagian-bagian berikutnya.

1.3. Prinsip dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan dibangun di atas seperangkat prinsip
fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan,
dan penegakan norma ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip tersebut tidak
hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga
mencerminkan orientasi filosofis hukum ketenagakerjaan sebagai
instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha,
dan negara dalam hubungan industrial.

Prinsip utama dalam hukum ketenagakerjaan adalah prinsip
perlindungan (protection principle). Prinsip ini lahir dari kenyataan
bahwa hubungan kerja pada dasarnya tidak berada dalam posisi yang
setara, melainkan ditandai oleh ketimpangan kekuatan ekonomi
antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, negara melakukan
intervensi melalui pengaturan standar minimum ketenagakerjaan
seperti upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan
sosial, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja.
Dalam perspektif ini, Otto Kahn-Freund (Petrovics, 2025) menegaskan
bahwa hukum ketenagakerjaan berfungsi mengoreksi
ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan kerja agar tercipta
keadilan substantif.
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Prinsip berikutnya adalah keseimbangan kepentingan, yang
menempatkan hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata sebagai
instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga sebagai sarana untuk
menjamin kepastian berusaha bagi pengusaha. Keseimbangan ini
penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi sekaligus
memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak
menghambat produktivitas dan investasi. Dengan demikian, hukum
ketenagakerjaan berperan sebagai mekanisme harmonisasi
kepentingan dalam hubungan industrial.

Selanjutnya adalah prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan
kesempatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak
memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi
atas dasar apa pun, termasuk jenis kelamin, agama, ras, suku,
disabilitas, atau latar belakang sosial lainnya. Prinsip ini merupakan
manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam dunia kerja
dan sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional yang
dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO),
khususnya terkait kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam
pekerjaan.

Prinsip keempat adalah pekerjaan yang layak (decent work),
yang menekankan bahwa kualitas pekerjaan sama pentingnya dengan
ketersediaan lapangan kerja. Konsep ini mencakup pekerjaan yang
produktif, penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja,
perlindungan sosial, serta adanya dialog sosial antara pekerja dan
pengusaha. Dalam kerangka ini, pembangunan ketenagakerjaan tidak
hanya diukur dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari terpenuhinya
standar pekerjaan yang bermartabat.

Perkembangan hukum ketenagakerjaan menunjukkan dinamika
yang erat dengan perubahan struktur ekonomi, sosial, dan teknologi.
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Pada awalnya, hukum ketenagakerjaan berkembang sebagai respons
terhadap Revolusi Industri yang melahirkan kondisi kerja eksploitatif,
sehingga diperlukan regulasi untuk melindungi pekerja industri
(Ibrahim, 2013). Seiring waktu, fungsi hukum ketenagakerjaan
berkembang tidak hanya sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga
sebagai bagian dari kebijakan ekonomi negara.

Pada era globalisasi, hukum ketenagakerjaan mengalami
transformasi signifikan akibat liberalisasi ekonomi dan mobilitas
tenaga kerja lintas negara. Perubahan ini kemudian semakin
dipercepat oleh perkembangan teknologi digital yang melahirkan
bentuk-bentuk pekerjaan baru seperti kerja berbasis platform,
pekerjaan jarak jauh, serta penggunaan sistem otomatisasi dan
kecerdasan buatan dalam manajemen tenaga kerja (Hasugian, 2026).
Kondisi ini menyebabkan batas antara pekerja formal dan informal
menjadi semakin kabur, sehingga menantang konsep tradisional
hubungan kerja.

Di Indonesia, perkembangan hukum ketenagakerjaan juga
mencerminkan  proses  penyesuaian  terhadap  kebutuhan
pembangunan nasional. Reformasi regulasi ketenagakerjaan yang
berpuncak pada perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan
kepentingan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan
perlindungan pekerja (Nugraha et al.,, 2025). Namun demikian,
dinamika tersebut juga memunculkan perdebatan akademik
mengenai sejauh mana fleksibilitas pasar kerja dapat diterapkan tanpa
mengurangi perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak yang lebih
rentan dalam hubungan kerja.
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Tabel 1.1. Hubungan Antara Prinsip Hukum Ketenagakerjaan dengan
Dasar Hukum dan Implementasinya

Prinsip Dasar Hukum Implementasi
Perlindungan UUD NRI Tahun 1945 Upah minimum, K3,
Pasal 27 ayat (2), Pasal jaminan sosial

28D ayat (2)
Keseimbangan UU No. 13 Tahun 2003 | Hubungan industrial,
jo. UU No. 6 Tahun 2023 PKB, penyelesaian

perselisihan
Nondiskriminasi Konvensi ILO No. 100 Kesempatan kerja
dan No. 111; regulasi yang setara
nasional
Decent Work Agenda ILO Pekerjaan produktif,

perlindungan sosial,
dialog sosial

Dengan demikian, prinsip dan perkembangan hukum
ketenagakerjaan menunjukkan bahwa bidang hukum ini bersifat
dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum
ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif
yang mengatur hubungan kerja, tetapi juga sebagai instrumen
kebijakan publik yang berperan dalam menciptakan keadilan sosial,
menjaga keseimbangan hubungan industrial, serta merespons
tantangan transformasi digital dan globalisasi ekonomi. Oleh karena
itu, pembaruan hukum ketenagakerjaan harus senantiasa diarahkan
pada penguatan perlindungan pekerja, peningkatan daya saing
ekonomi, dan penegakan prinsip pekerjaan yang layak dalam kerangka
negara kesejahteraan. Perkembangan hubungan kerja modern yang
semakin fleksibel dan berkembang dalam konsep gig economy
maupun dependent contractor, yaitu pekerja yang secara formal
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dianggap independen tetapi secara ekonomi bergantung pada
pemberi kerja (Nerito et al., 2026).

1.4. Hukum Ketenagakerjaan Kontemporer: Dinamika dan
Tantangan

Hukum ketenagakerjaan kontemporer mengalami transformasi
signifikan seiring perubahan struktur ekonomi global, perkembangan
teknologi digital, dan pergeseran pola hubungan kerja. Jika pada masa
sebelumnya hubungan kerja didominasi oleh model industrial
konvensional dengan ciri hubungan subordinatif antara pekerja dan
pengusaha dalam satu tempat kerja fisik, maka saat ini struktur
tersebut mengalami disrupsi akibat munculnya ekonomi digital,
fleksibilisasi pasar tenaga kerja, serta perubahan organisasi produksi
yang semakin terdesentralisasi. Kondisi ini menuntut hukum
ketenagakerjaan untuk beradaptasi agar tetap relevan dalam
memberikan perlindungan sekaligus menjaga efisiensi ekonomi.

Salah satu dinamika utama adalah berkembangnya ekonomi
berbasis platform (platform economy) dan pekerjaan gig (gig
economy). Model ini ditandai oleh hubungan kerja yang tidak selalu
berbentuk  hubungan kerja klasik, melainkan sering kali
dikonstruksikan sebagai kemitraan antara pekerja dan perusahaan
platform. Dalam praktiknya, pekerja platform seperti pengemudi
transportasi daring atau kurir makanan berada dalam posisi yang
secara ekonomi bergantung pada sistem algoritmik yang dikendalikan
oleh perusahaan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai
status hukum pekerja, apakah termasuk pekerja dalam hubungan
kerja atau pekerja mandiri. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan
modern, ketergantungan ekonomi (economic dependency) sering
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digunakan sebagai indikator untuk menilai keberadaan hubungan
kerja meskipun tidak selalu memenuhi unsur subordinasi tradisional.

Dinamika berikutnya adalah digitalisasi dan otomatisasi dalam
hubungan kerja, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (artificial
intelligence) dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja, hingga
pemutusan hubungan kerja. Sistem algorithmic management
memungkinkan perusahaan mengelola tenaga kerja secara real-time
tanpa interaksi manusia langsung. Meskipun meningkatkan efisiensi,
praktik ini menimbulkan isu baru terkait transparansi, akuntabilitas,
dan potensi bias algoritmik yang dapat berdampak pada diskriminasi
dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan
kontemporer dituntut untuk tidak hanya mengatur hubungan kerja
secara konvensional, tetapi juga mengawasi penggunaan teknologi
dalam pengambilan keputusan ketenagakerjaan (Dinanti, 2026).

Selain itu, berkembangnya pola kerja fleksibel seperti remote
working, hybrid working, dan sistem kerja berbasis proyek turut
mengubah konsep ruang dan waktu kerja. Pandemi global
mempercepat normalisasi model kerja jarak jauh, yang kemudian
tetap dipertahankan oleh banyak perusahaan karena dianggap lebih
efisien. Namun demikian, fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan
baru, terutama terkait batas waktu kerja, hak atas istirahat, kesehatan
mental pekerja, serta pengawasan terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja di luar lingkungan kantor. Dalam konteks ini, hukum
ketenagakerjaan menghadapi tantangan untuk memperluas definisi
tempat kerja dan tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja yang
tidak lagi berada dalam ruang fisik perusahaan.

Dinamika kontemporer lainnya adalah meningkatnya perhatian
terhadap perlindungan data pribadi pekerja. Dalam era digital,
hubungan kerja tidak hanya melibatkan pertukaran tenaga kerja,
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tetapi juga pengumpulan dan pemrosesan data pekerja dalam jumlah
besar (Syahbani et al., 2025). Data tersebut mencakup informasi
personal, rekam jejak kinerja, hingga perilaku digital pekerja. Tanpa
regulasi yang memadai, penggunaan data tersebut dapat melanggar
hak privasi dan membuka ruang pengawasan berlebihan (excessive
surveillance). Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan modern
semakin bersinggungan dengan hukum perlindungan data dan
teknologi informasi.

Di sisi lain, hukum ketenagakerjaan juga dihadapkan pada
tuntutan fleksibilitas pasar kerja dan daya saing ekonomi nasional.
Reformasi regulasi di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui
perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diintegrasikan
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menunjukkan upaya
untuk menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan
perlindungan pekerja. Fleksibilitas dalam pengaturan kontrak kerja,
pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja dipandang penting
untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun,
kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan penguatan sistem
perlindungan sosial agar tidak meningkatkan kerentanan pekerja
(Syahwal, 2022).

Secara lebih luas, dinamika hukum ketenagakerjaan
kontemporer juga berkaitan dengan agenda global seperti
keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau (green economy)
(Mahendra et al., 2025). Perubahan iklim dan transformasi industri
menuju energi bersih memunculkan kebutuhan akan jenis pekerjaan
baru yang disebut green jobs. Hal ini menuntut adanya penyesuaian
dalam kebijakan ketenagakerjaan, termasuk pelatihan ulang
(reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja
agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H. | 17




Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan kontemporer
berada dalam posisi yang sangat dinamis dan kompleks. la tidak lagi
sekadar mengatur hubungan kerja tradisional, tetapi juga mencakup
berbagai bentuk pekerjaan baru yang lahir dari transformasi digital
dan globalisasi ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi adalah
bagaimana menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja,
perlindungan hak-hak pekerja, kepastian hukum bagi pelaku usaha,
serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini,
hukum ketenagakerjaan dituntut untuk tetap berorientasi pada
prinsip keadilan sosial dan pekerjaan yang layak, sekaligus mampu
merespons perubahan struktural dalam dunia kerja modern.

1.5. Penutup

Hukum ketenagakerjaan kontemporer menunjukkan karakter
yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial,
ekonomi, serta teknologi. Dari pembahasan sebelumnya dapat
dipahami bahwa hukum ketenagakerjaan tidak lagi dapat diposisikan
semata-mata sebagai perangkat normatif yang mengatur hubungan
kerja konvensional, melainkan telah berkembang menjadi instrumen
kebijakan publik yang berfungsi menjaga keseimbangan antara
perlindungan pekerja, kepentingan pengusaha, dan tujuan
pembangunan ekonomi nasional. Secara konseptual, hukum
ketenagakerjaan bertumpu pada prinsip-prinsip fundamental seperti
perlindungan pekerja, keseimbangan kepentingan, nondiskriminasi,
serta pekerjaan yang layak (decent work). Prinsip-prinsip tersebut
tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi menjadi dasar dalam
pembentukan dan pelaksanaan norma hukum ketenagakerjaan di
tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks global, standar
yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO)
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semakin memperkuat orientasi hukum ketenagakerjaan pada
penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam dunia kerja.

Perkembangan hukum ketenagakerjaan juga menunjukkan
adanya pergeseran paradigma yang signifikan. Jika pada awalnya
hukum ketenagakerjaan lahir sebagai respons terhadap industrialisasi
dan eksploitasi tenaga kerja, maka dalam perkembangan modern ia
menghadapi tantangan baru berupa digitalisasi, otomatisasi, serta
munculnya bentuk-bentuk pekerjaan nonstandar seperti gig economy,
platform work, dan kerja jarak jauh. Perubahan tersebut menuntut
pembaruan pendekatan hukum agar mampu mengakomodasi
fleksibilitas pasar kerja tanpa mengabaikan perlindungan terhadap
pekerja sebagai pihak yang secara struktural lebih rentan dalam
hubungan kerja. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut
tercermin dalam berbagai reformasi regulasi ketenagakerjaan yang
berupaya menyeimbangkan kebutuhan peningkatan investasi,
penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perlindungan tenaga kerja.
Transformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan bersifat terbuka
terhadap perubahan, namun sekaligus memunculkan tantangan
dalam menjaga konsistensi antara efisiensi ekonomi dan keadilan
sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum
ketenagakerjaan kontemporer berada pada titik pertemuan antara
kepentingan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perlindungan
hak asasi manusia. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada
pembentukan regulasi yang adaptif, tetapi juga pada efektivitas
implementasi dan pengawasan agar prinsip-prinsip dasar hukum
ketenagakerjaan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik
hubungan industrial. Akhirnya, pemahaman terhadap hukum
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ketenagakerjaan kontemporer menjadi penting tidak hanya bagi
akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan,
pelaku usaha, dan pekerja. Hal ini mengingat bahwa masa depan dunia
kerja akan terus berubah secara cepat, sehingga hukum
ketenagakerjaan harus senantiasa berkembang sebagai instrumen
yang menjamin terciptanya hubungan kerja yang adil, produktif, dan
berkelanjutan dalam kerangka negara kesejahteraan.
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